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P U T U S A N
Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

   

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Banjarbaru  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  di  tingkat  pertama telah  menjatuhkan putusan  dalam perkara  Cerai

Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Lion Air,

pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

bertempat tinggal Jalan Kasturi I, No. 11 RT. 31

RW. 07, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan

Landasan  Ulin  Kota  Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat

Melawan 

Tergugat,  umur  37  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Karyawan Swasta,

pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,

bertempat tinggal Jalan Untung Suropati I, No.28

RT.03  RW.03,  Kelurahan  Cimone,  Kecamatan

Karawaci,  Kota  Tangerang,  Provinsi  Banten,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  dengan  Nomor  Register

104/Pdt.G/2017/PA.Bjb tertanggal 27 Pebruari 2017 telah mengajukan dalil-dalil

sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di

kota Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2006, yang tercatat pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor : -------- tertanggal 12 Januari 2006;
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1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus

perawan  dan  Tergugat  berstatus  jejaka  dan  hingga  saat  ini  antara

Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di Landasan Ulin selama kurang lebih

3 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat

Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun  dan

terakhir kumpul di alamat tersebut;

3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup  bersama  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  (ba'da  dukhul),  dan

telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:

a. Anak Pertama, lahir tanggal 23 Juni 2006;

b. Anak Kedua, lahir tanggal 05 Juli 2008;

Saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  hidup rukun dan harmonis  selama kurang lebih  3  tahun,  akan

tetapi  sejak  tahun  2010  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok

mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat

tersebut disebabkan:

a. Tergugat  sering  cemburu  buta,  yakni  ia  menuduh  Penggugat  ada

hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

b. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa

memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama;

6. Bahwa, pada September 2010 Penggugat berhenti bekerja, lalu Tergugat

menyuruh Penggugat untuk pulang ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan

baru  dan  Tergugat  berjanji  akan  menyusul  Penggugat  untuk  bekerja  di

Kalimantan  juga,  namun  hingga  satu  tahun  kemudian  Tergugat  tidak

kunjung menepati janjinya untuk pindah ke Kalimantan dan beralasan tidak

mau  ke  Kalimantan  karena  tidak  ingin  jauh  dari  orangtua  Tergugat.

Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
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tempat  tinggal  dan  tidak  saling  pedulikan  lagi  yang  hingga  saat  ini  hal

tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini,  dengan  harapan  suatu  saat

keadaan  tersebut  akan  berubah  menjadi  lebih  baik,  namun  pada

kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk

menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun

dan  harmonis  kembali  dalam  membina  rumah  tangga  serta

mempertahankan  kelangsungan  rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat,

akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang

demikian  maka  tujuan  untuk  menciptakan  keluarga  yang  sakinah

mawaddah  warahmah tidak  mungkin  lagi  tercapai,  dan  Penggugat  tidak

sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.         

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Banjarbaru  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidair:

Atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan,

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak

pernah  datang  menghadap  di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara

resmi  dan  patut,  serta  tidak  diketahui  ketidakhadirannya  disebabkan  oleh

halangan yang sah (without default reason);
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat

bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  pada

pembacaan  gugatan  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat  bukti  tertulis berupa Fotokopi  Kutipan Akta Nikah

Nomor -------- tertanggal 12 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Landasan  Ulin  Kota  Banjarbaru,  yang  telah

dilakukan  pemeteraian  kemudian  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan

Nomor:  70/PMK.03/2014  (nazegelen)  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,

kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah

mengajukan  alat  bukti  lain  berupa  dua  orang  saksi  yang  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat,  SULISTIANINGSIH binti YADI, umur 53 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  IRT,  pendidikan  SMA,  bertempat  tinggal  di  Jl.

Kasturi  I,  No.01  RT.031 RW.07,  Kelurahan Syamsudin  Noor,  Kecamatan

Landasan  Ulin,  Kota  Banjarbaru.  Saksi  mengaku  sebagai  ibu  kandung

Penggugat, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, sekarang berada dalam asuhan

Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  di

Jakarta;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  kurang

lebih  enam tahun. Penggugat  pergi  meninggalkan kediaman bersama

atas  izin  Tergugat  dengan  alasan  untuk  mencari  pekerjaan,  Tergugat

memberitahukan  kepada  Penggugat  akan  menyusul  Penggugat  ke

Kalimantan,  namun  kenyataannya  Tergugat  tidak  pernah  datang

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 104/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul  Penggugat.  Akar  permasalahan  dalam  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  adalah sikap Tergugat  yang sering  cemburu

kepada Penggugat;  

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal  Penggugat  dan Tergugat tidak

saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu dengan lain;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat

dan anaknya. Penggugat sendiri yang bekerja untuk menafkahi diri dan

kedua orang anaknya;

- Bahwa  selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk

merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan

tetapi tidak berhasil.

2. Saksi  Kedua  Penggugat,  bernama  TITIN  SUDARTI  binti  YADI,  umur  49

tahun, agama  Islam, pekerjaan  IRT, pendidikan  SMA, bertempat tinggal di

Jl. Kasturi I, No.01 RT.031 RW.07, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.  Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat,

selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, sekarang berada dalam asuhan

Penggugat;

- Bahwa  setelah  menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal  di

Jakarta;

- Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  kurang

lebih enam tahun. Tergugat meminta Penggugat mencari  pekerjaan di

Kalimantan dan berjanji akan menyusul Penggugat namun kenyataannya

sampai sekarang Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat;  

- Bahwa  permasalahan  di  antara  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan

karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal  Penggugat  dan Tergugat tidak

saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu dengan lain;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat

dan anaknya. Penggugat sendiri yang bekerja untuk menafkahi diri dan

kedua orang anaknya;
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- Bahwa  selama ini keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk

merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan

tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat

bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada

pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan

kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup

ditunjuk  hal-hal  yang  tercantum dalam Berita  Acara  Sidang  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  adalah

seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili 

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang

menikah dengan Tergugat menurut hukum Islam (vide bukti P), oleh karena itu

sesuai  dengan Pasal  49  jo.  Penjelasan angka 37 Pasal  49 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo.  Pasal 115

Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat

(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri

atau  kuasanya  kepada Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat

kediaman Penggugat,  kecuali  apabila  Penggugat  dengan  sengaja
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meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  izin  Tergugat.  Bahwa

berdasarkan  hal-hal  tersebut,  Pengadilan  berpendapat  Penggugat  memiliki

legal standing atau  rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum)

untuk  mengajukan  gugatan  perceraian  a  quo  (legitima  persona  standi  in

judicio);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  a  quo  adalah  tuntutan

Penggugat  kepada  Pengadilan  untuk  menceraikan  perkawinannya  dengan

Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak

dapat  didengar  keterangannya  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap di persidangan secara in person dan tidak pula menyuruh wakilnya

yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam

persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya

karena  pada  prinsipnya  perkara  perceraian  merupakan  perkara  yang  tidak

hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur

publik, yaitu kependudukan (vide Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan)  dan  potensi  suatu

perkawinan  dapat  menyentuh  kepentingan  hidup  orang  atau  pihak  lain

sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik. Hal ini juga sejalan dengan

kaidah dalam kitab Al  Anwari  Juz II  Halaman 55, yang diambil  alih sebagai

pendapat Pengadilan:

فــإن تـعـزز بتعــززاوتـواراوغيــبة جـاز اثبـاته بـالبينة
Artinya:

Apabila  dia  enggan  (Tergugat),  bersembunyi,  atau  memang dia  ghoib,

perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa

yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut

(he who asserts  must  prove)  hal  mana  diatur  pula  dalam Pasal  283  R.Bg.

Bahwa  pembebanan  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  di  atas  harus

ditetapkan  menurut  keadaan  yang  patut  (billijkheid)  yaitu  relevansi  alat-alat
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bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh

para pihak; 

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib

dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  dalam  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk

perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti  surat yang

akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel

cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2000 tentang  Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti  P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil

pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil

dapat  diterima  dan  dipertimbangkan  lebih  lanjut  (vide  Pasal  11  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa  bukti  P  yang  diajukan  Penggugat  adalah  akta  autentik  perihal

kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu

serta  tidak  dibantah  kebenarannya  oleh  Tergugat,  karenanya  memiliki

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan

Akta Nikah merupakan  prima facie evidence  (bukti utama) terhadap suatu

perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya

Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta

hukum yang tetap;

Menimbang,  bahwa  selain  alat  bukti  tertulis,  Penggugat  juga  telah

mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan
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sebagaimana  tertuang  dalam  duduk  perkara  yang  akan  dipertimbangkan

sebagai berikut:

- Bahwa alat  bukti  berupa dua orang saksi  yang diajukan oleh Penggugat

telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan

tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur

dalam undang-undang (vide  Pasal  76 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50

Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut  secara formil  dapat

diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut; 

- Bahwa  para  Saksi  di  persidangan  secara  terpisah  mengemukakan

hubungan hukum (rechtsbretrekking) Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri  dan  telah  dikaruniai  dua  orang  anak  yang  saat  ini  diasuh  oleh

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam

tahun;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

pernah lagi kumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil.

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang,  bahwa  dari  alat-alat  bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat

tersebut  di  atas,  setelah  diteliti  secara  seksama  dan  mempertimbangkan

substansi  pembuktian  dan relevansinya  dengan pokok permasalahan  dalam

gugatan  Penggugat  tersebut  di  atas,  telah  ditemukan  fakta-fakta  yang

selanjutnya  dikonstatasi  sebagai  fakta  hukum  (itsbat  al  waqi’ah)  sebagai

berikut:

- Bahwa  hubungan  hukum  (rechtsbretrekking)  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh

oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam

tahun;
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- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

pernah lagi kumpul bersama dan berkomunikasi selayaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang,  bahwa  sebelum  memeriksa  lebih  lanjut  mengenai  pokok

sengketa  dalam  perkara  a  quo,  Pengadilan  akan  mengemukakan  terlebih

dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang,  bahwa  dalam  syariat  Islam,  perkawinan  bertujuan  untuk

membentuk keluarga yang  sakinah,  mawaddah,  wa rahmah dengan dilandasi

oleh  aqad  yang  sangat  kuat  (mitsâqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  istri.

Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman

jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih

sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:  

         
           

Artinya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu

isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  cenderung  dan  merasa

tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir  batin yang suci

antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (vide

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima

segala  konsekuensi  dari  akad  tersebut  dan akan berusaha  sekuat  mungkin

untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”; 
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Menimbang,  bahwa  dari  hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  untuk

membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua

hal. Pertama, ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. Kedua,

sikap  saling  pengertian,  memahami,  dan  membantu  satu  sama  lain  yang

dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan

suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan

Penggugat  kepada  Pengadilan  untuk  menceraikan  perkawinannya  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pengadilan  akan  mempertimbangkan

pokok-pokok  permasalahan  berkaitan  dengan  gugatan  Penggugat dimaksud

sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf

(b)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Kompilasi

Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) adalah:

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luar kemampuannya”

- Bahwa  dari  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  telah  ternyata

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam tahun

dan  sejak  berpisah  keduanya  sudah  tidak  saling  memperdulikan  lagi

selayakanya suami isteri;

- Bahwa dari fakta hukum tersebut, telah ternyata Penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  menghendaki  lagi  meneruskan  ikatan  perkawinan  di  antara

mereka;

- Bahwa  selanjutnya,  nasihat  dari  Majelis  Hakim  selama  persidangan

berlangsung  ternyata  tidak  mengubah  pendirian  Penggugat  untuk  tetap

bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan

yang  kuat  dari  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  yang  salah
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satunya  ditunjukkan  dengan  sikap  asertif  (tegas  dan  lugas)  Penggugat

dalam mengemukakan keinginannya tersebut; 

- Bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  yang  demikian  sudah  tidak

bermanfaat lagi karena tidak dapat memberikan kebahagiaan lahir dan batin

dan bahkan hanya melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi Penggugat;

- Bahwa  kenyataan  demikian  menunjukkan  bahwa  perkawinan  antara

Penggugat dan Tergugat  sudah tidak dilandasi  oleh rasa cinta dan kasih

sayang  lagi.  Sikap  tidak  saling  memperdulikan  lagi  hak  dan  kewajiban

masing-masing  merupakan  pertanda  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  disatukan,  karena  landasan

rumah  tangga  yang  sakinah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

- Bahwa Tergugat,  meskipun telah  dipanggil  secara resmi  dan patut,  tidak

pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan

Agama berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam

perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat  dalam permohonannya (if  the  defendant  did  not  answer,  the

default  judgment was entered).  Hal ini  pula yang ditegaskan dalam Kitab

Ahkamul Qur’an Juz III halaman 104:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب 

فهوظالم ل حق له
Artinya: 

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang)

sedangkan  orang  tersebut  tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  ia

termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

- Bahwa  dengan  fakta  dan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,

Pengadilan  berpendapat  bahwa  unsur-unsur  rumah  tangga  yang  sudah

pecah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi;

- Bahwa  dengan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  Pengadilan

berpendapat  bahwa  Penggugat  telah  dapat  membuktikan  dalil-dalilnya

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  jo.  Pasal  116 huruf  (b)  Kompilasi  Hukum Islam dan

kualifikasi  gugatan  perceraian  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  telah

terpenuhi.

Konklusi 

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan

sebelumnya,  maka  Pengadilan berpendapat  gugatan Penggugat  telah dapat

dibuktikan dan telah  memenuhi  ketentuan  dalam Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg.,

karena  itu  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  untuk  seluruhnya  secara

verstek (default  judgment)  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughra

Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk

mengirimkan Salinan Putusan ini  setelah memperoleh kekuatan hukum tetap

kepada Pegawai Pencatat  Nikah yang wilayahnya meliputi  tempat kediaman

Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan  untuk  dicatat  dalam  daftar  yang

disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan,

karena  itu  sesuai  dengan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  segala  peraturan  perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan syara’ berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  untuk

mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Karawaci  Kota  Tangerang  untuk  dicatat  dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah  diputuskan  dalam sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari  Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi

bertepatan dengan tanggal 12 Sya’ban 1438 Hijriyah oleh MOHD. ANTON DWI

PUTRA,  SH.,  MH.,  Hakim  Pengadilan  Agama  Banjarbaru  yang  ditetapkan

Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, H. EDI HUDIATA,

Lc.,  MH. dan  M.  NATSIR  ASNAWI,  SHI.,  masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh  Majelis  Hakim  tersebut  dibantu  oleh  Hj.  WAHIBAH,  S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

       Ketua Majelis

MOHD. ANTON DWI PUTRA, SH., MH.
Hakim Anggota I Hakim Anggota II
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H. EDI HUDIATA, Lc., MH.
M. NATSIR ASNAWI, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I : Rp.   30.000,-
2. Biaya Proses : Rp.   50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp.   75.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp. 320.000,-
5. Redaksi : Rp.     5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp.     6.000,-

Jumlah                  : Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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